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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
PROVINSI MALUKU UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  

NOMOR    31  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR   41 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 

Menimbang 
 

: a. bahwa berdasarkan diktum KEENAM Keputusan 
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

Nomor 119 dan Nomor 177 tentang Percepatan 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta 
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian 

Nasional; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Walikota Nomor   41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore 
Kepulauan Tahun Anggaran 2020; 

 
Mengingat : 1. 

 

 
 

 
 
 

 
 
2. 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, 

Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan 

Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4264); 
 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 
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3. 

 
 

 
 
4. 

 
 

 
 
 

5. 
 
 

 
 

 
6. 
 

 
 

 
 
7. 

 
 
 

 
8. 

 
 
 

 
 

 
9. 
 

 
 
 

 
10. 

 
 
 

 
 
11. 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6322); 

 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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12. 

 
 

 
13. 
 

 
 
 

 
14. 

 
 
 

 
 

 
15. 
 

 
 
16. 

 
 

 
 
 

 
 

17. 
 
 

 
 
 

18. 
 

 
 
 

 
19. 
 

 
 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; 

 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor Nomor 130 Tahun 2019 tentang Tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1068); 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi 
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif 
Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan 

COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 250); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
 
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Keuangan Nomor 119 dan Nomor 177 
tentang Percepatan Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerahn Tahun Anggran 
2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya 

Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;  
 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan 
Gelombang III Tahun Anggaran 2020; 
 

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore 
Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);  

 
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 

2019 Nomor 540); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE 
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
 

Pasal 1 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan  Nomor 41 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 semula berjumlah Rp. 935.495.364.126,- mengalami penambahan 

sebesar Rp.12.506.607.000,- sehingga setelah perubahan menjadi 

Rp.948.001.971.126,- dengan rincian sebagai berikut :  

 

1. Pendapatan : 

     a. Pendapatan Transfer     

   Semula       Rp.857.669.710.158 
   Bertambah / (berkurang)    Rp.  12.506.607.000 

     Jumlah Pendapatan Transfer  
         Setelah perubahan    Rp.870.176.317.158 
      

Jumlah Pendapatan Daerah 
     Setelah perubahan     Rp.933.466.707.041 

 

2. Belanja 

 

     a. Belaja Operasional  
    Semula      Rp. 232.798.646.402 

   Bertambah / (berkurang)    Rp.   11.006.607.000        

     Jumlah belanja barang dan jasa 
         Setelah perubahan    Rp.243.805.253.402 

 
      b. Belaja Modal  

     Semula      Rp. 222.846.812.620 

    Bertambah / (berkurang)    Rp.     1.500.000.000        
      Jumlah belanja modal  

          Setelah perubahan    Rp. 224.346.812.620 
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     Jumlah belanja Daerah 
          Setelah perubahan    Rp. 948.001.971.126 

          Surplus / (Defisit) Setelah perubahan Rp.  (14.535.264.085) 

 

2. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 
 

Uraian perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini. 
 

Pasal 3 
 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 4 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 5 

 
Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang–undangan. 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore 
Kepulauan. 

 
Ditetapkan di Tidore 

       pada tanggal    19 Oktober 2020 
 

       Pjs.  WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

  

       Ttd 

 

       ANSAR DAALY 
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Diundangkan di Tidore 

pada tanggal   19 Oktober 2020 
 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 
    KOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 

    Ttd 

 
    MUHAMMAD MIFTAH BAAY 

 
BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 575. 
 

 


